BAB IV
ANALISISPUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JEPARANOM OR:80/PID.B/2004/PN.JPR.TENTANG TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PEMERKOSAAN.

A. Analiss Hukum Postif TerhadapDasar Pertimbangan Hukum Dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jepara No :80/Pid.B/2004/PN.Jpr. Tentang
Tindak Pidana Pembunuhan Y ang Disertai Pemer kosaan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang ber@das&&ncasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkark&dtmupan bangsa yang
aman, tertib, tentram dan sejahtera. Dalam mewajudiatanan tersebut dan
menjamin persamaan kedudukan warga negara dalaomhdiperlukan upaya
untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran,kepastian hukum yang

mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan keadilan, seorang hakim rbhieenya sekedar
berperan memantapkan kepastian hukum, melainkankiegdilan, hal itu secara
resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 4ri&2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman“Demi keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa”.

Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajiban haldak hanya
berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan keagilag diucapkan atas nama

Tuhan Yang Maha Esa, hakim merupakan profesi yamdjamkarena ia

! pasal 4 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang kelara&ehakiman



merupakan wakil Tuhan dalam memberikan keadiladudia. Oleh karena itu,
hakim wajib membuat putusan yang sesuai dengarkkeyanya. la tidak boleh

sekedar menjadi pelaksana undang-undang.

Adanya peradilan yang independen dan mempunyaitagipyang baik
sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dalaasyanakat. Untuk
mendirikan peradilan yang independen, semua orang ynenduduki jabatan di
lembaga peradilan dituntut untuk ikut serta dalaendirikan, mempertahankan
dan menciptakan standar yang tinggi dalam perad#ehingga integritas dan
sifat independen peradilan dapat dipertahankan.ukJmhenjaga integritas
peradilan, maka semua orang yang menempati pospradilan harus
menjalankan tugas mereka dengan adil dan tidak hamBeorang hakim yang
mempunyai sikap diskriminasi dalam hal apapun, dap@enghalangi
terwujudnya keadilan dan membawa citra yang buralapperadilan. Oleh
karena itu, penting bagi seorang hakim untuk menj@dgn menjalankan sifat

tidak berpihak secara konsisten selama tugasnya.

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsiomalaksanakan
kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasslaakiknan tersebut,

harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibarsgf@agaimana telah

2 Bismar SiregarHukum, Hakim, Dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatéukum, Dan
Peradilan Di Indonesia)Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke 2000, him. 33.

¥ Bambang SutiyosoAspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman
IndonesiaYogyakarta : Ull Press, him. 125.



diatur dalam perundangan-undangan. Beberapa tugds ldalam UU No. 4

tahun 2004 antara lain :

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisthkhntaranya adalah :

a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelasasetiap perkara
yang diajukan kepadanya.

b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakangora

c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekerasnya mengatasi
segala hambatan dan rintangan demi tercapainydifa@rgyang sederhana,
cepat dan biaya ringan.

d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengaddits perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurjetgs, melainkan
wajib memeriksa dan mengadilinya.

2. Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pedimgan dan nasihat-
nasihattentang soal-soal hukum kepada lembaga axelgainya apabila
dibutuhkan.

3. Tugas akademis atau ilmiah dalam melaksanakan tpgasknya, yaitu
hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nild& hukum dan rasa

keadilan yang hidup dan berkembangdi dalam masgarak

* Abdul Manan Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradildiakarta : Rajawali Press,2007. him
143.



Agar hukum atau ketentuan yang dibuat oleh mardegpat menjadi suatu
hukum yang memasyarakat dalam masyarakat, maka tgenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

1. Sumber dari hukum tersebut wewenang dan berwibawa.

2. Hukum itu jelas dan sah secara yuridis, filosofeupun sosiologis.

3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi fake&patuhan terhadap
hukum.

4. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinattpada hukum yang
diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-petdakunya.

5. Diperhatikannya faktor pengendapan hukum dalam phaayarakat.

6. Saksi-saksi yang positif maupun negatif dapat diypeakan untukmenunjang
pelaksanaan hukum.

7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yangetexkoleh aturan-
aturanhukum?

Suatu peraturan atau hukum dibuat sebagai salah satna dalam
pengadilan sosial, sehingga diharapkan hukum a&@atyan tersebut dapat
menjadi sarana pengendalian sosial, sehingga gikemahukum atau peraturan
tersebut dapat melembaga atau bahkan mendaralgdisdam masyarakat yang

bersangkutan.

*SoerjonoSoekant®okok-Pokok Sosiologi Hukydekarta : Rajawali, him. 180.



Agar hukum dapat dijadikan sebagai sarana pengandabsial, maka
perlu adanya kondisi yang harus mendasari suatansiflukum agar dapat
dipahami sebagai alat untuk mengubah masyarakatdi&iekondisi tersebut

adalah :

1. Hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetap.
2. Hukum tersebut harus jelas diketahui hukum tersebut
3. Hindari penerapan aturan yang bersifat retroaktif.
4. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum.
5. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan pe@aerapan hukum
tersebuf

Sebelum Pengadilan Negeri memutuskan beberapaahgl lyerhubungan
dengan perkara yang penulis analisis, terlebih ldamelihat pertimbangan-
pertimbangan dari peraturan-peraturan sebelummgfa &ela, sebagaimana dalam
hukum Islam tidak terlalu rancu karena dalam kasugermasuk terjadi dua
golongan yakni zinaghoirmuhshandan muhshsehingga seharusnya dalam
putusannya berbeda, akan tetapi PengadilanNegearalalalam memutuskan
perkara tersebut sesuai dengan KUHP yang berlaktl isa dan menjadi
pedoman khusus dalam memutuskan hukum pidana ataiatp yang berada
dalam lingkup PegadilanNegeri, sehingga tidak atherlaan antara pelaku zina

muhshardengarghoir muhshan

®lbid, him. 138.



Sebagaimana yang telah penulis paparkan secasadgtaterperinci dalam
Bab Il dan Bab Ill, bahwa sanksi hukuman yang dikaer kepada terdakwa
pelaku pemerkosaan yang menyebabkan kematian mersadgh pantas
dijatuhkan. Dengan alasan perbuatan terdakwa telehusak masa depan
seorang gadis remaja, telah meresahkan masyarakamdrupakan perbuatan

amoral yang dapat merusak cerminan ahlak pada maksya

Dari latar belakang diatas, kemudian jaksa memaberikga tuntutan
terhadap terdakwa yang terdiri dari: Tuntutan p&&8 dan 286 yang berisi
tindakan bersetubuh dengan perempuan bukan istrsg@dang diketahui
perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagigossang melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pégbuitu. dan pasal
338KUHP jo pasal 55 (1) le KUHP yang berisi tentdimglak pidana dengan
sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagaigosang melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. N&{sa menuntut hukuman
15 (lima belas) tahun penjara atas terdakwa AhmbduARochman sebagai
pelaku utama sekaligus pelaku pemerkosaan dan permbén. Sedangkan bagi
terdakwa lainnya Zainal Arifin, Muhammad Isa, ali&amat, Muhammad
Gufron Hidayat alias Gatot, Ali Rosyid dan Benny mdd Basahil jaksa
menuntut hukuman 14 (empat belas) tahun penjanaakeerdakwa-terdakwa
bertindak sebagai para pelaku atau ikut serta mlktak pemerkosaan dan

pembunuhan terhadap korban Evi Susanti, dan tephteddakwa Suhadi Jaksa



menuntut 10 (sepuluh tahun) tahun Penjara karetedah menyuruh melakukan
pemerkosaan dan ia bertindak sebagai otak utam&ipuasia tidak secara
langsung ikut serta melakukan perbuatan terselar. rBasing-masing terdakwa
dikenakan biaya perkara sebesar Rp.5000,- bekdesgrada kedua pasal di

atas.

Bab Il menjelaskan secara gamblang tentang krgmkejadian perkara,
beberapa keterangan saksi yang dinilai memberatkagakwa dan telah
dibenarkan oleh terdakwa dan hasil visum yang dkak di Puskesmas Batealit
Kabupaten Jepara. Dari beberapa sumber ini kemuldékim memberikan
putusan yang disesuaikan dengan pasal 286KUHPjal &s (1) le KUHP
bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya sed&atplili perempuan itu
pingsan atau tidak berdaya sebagai orang yang olelakmenyuruh melakukan
atau turut serta melakukan perbuatan itu. Dan pa8KIUHP jo pasal 55 (1) le
KUHP yang berisi tentang tindak pidana dengan ganganghilangkan nyawa
orang lain, sebagai orang yang melakukan, menymeibkukan atau turut serta
melakukan. Kemudian para terdakwa menjalankan hakudb (lima belas)
tahun penjara atas terdakwa Ahmad Abdul Rochmadargan bagi terdakwa
lainnya Zainal Arifin, Muhammad Isa, alias GamMtihammad Gufron Hidayat
alias Gatot, Ali Rosyid dan Benny Ahmad Basabhil jalmi hukuman 14 (empat
belas) tahun penjara dan terhadap terdakwa Sulsgiahdihukum dengan 10

(sepuluh tahun) tahun penjara, dikarenakan ia hamgm@yuruh melakukan saja,



sedangkan dirinya tidak ikut melakukan pembunuh2an masing-masing

terdakwa dikenakan biaya perkara sebesar Rp.5000,-

Maka dari keterangan-keterangan di atas dan susumber yang lain
yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutusketape perkosaan hingga
menyebabkan orang mati, penulis menilai bahwa kesaut ini belum sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan rasanya kurapgt tketika hakim
memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama 15, tal tahun dan 10

tahun penjara kepada para terdakwa. Yang menjatiinbangan penulis adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jepara yang dijatuhkpadketerdakwa Zaenal
Arifin bin Ghozali, Muhammad Ghufron Hidayat ali&gatot bin Aslori,
Muhammad Isa alias Gamat bin Maselin, Benny AhamBadahil bin H.
Mulyono, Ali Rosyid bin Harun, Abdul Rochman bin iRo Karmani dan
Suhadi dalam pemerkosaan yang menyebabkan kematiafinilai belum
memenuhi rasa keadilan, karena penulis melihatspatthukuman yang di
jatuhkan terhadap para terdakwa sangatlah ring@andjbandingkan dengan
perbuatan sadis yang mereka lakukan, yakni palegtbhanya 15 tahun
penjara. Karena hakim memandang kasus ini hanyss kgmmbunuhan biasa.
padahal sudah jelas terbukti bahwa para pelakuaglai sudah merencanakan
untuk melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, testiarusnya para
pelaku dijerat juga dengan pasal tentang pembunidi@mcana. Namun pada

kenyataannya putusan hakim tidak menganggap perbudti dengan



pembunuhan berencana. Jika kasus ini di masukamdaélik pembunuhan
berencana maka para terdakwa bisa di kenakan hukomaé atau hukuman
penjara seumur hidup. Hal ini sesuai dengan hukutam hukum islam.

. Hakim mencabut dakwaan kedua primer yakni pasalKi8HP jo pasal 55
(1) le KUHP, yang unsurnya dengan kekerasan at@manaan kekerasan,
memaksa perempuan bukan istrinya bersetubuh dedigasebagai orang
yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut seeiakukan. Tuntutan
dakwaan pasal ini menurut hakim tidak terbukti,eka hakim memandang
dalam kasus ini tidak ada unsur kekerasan yanadiepadahal dakwaan ini
sebenarnya telah nyata terbukti, yakni bahwa jelas-terdakwa Ali Rosyid
membekap korban Evi Susanti dari belakang ketikddw sedang berbicara
dengan terdakwa Ahmad Abdul Rochman, ini bukti bahwekerasan telah
terjadi yakni perbuatan penyekapan. Yang namangagomenyekap pasti
dengan tenaga yang kuat dan pasti dengan kekdraktinya sampai korban
pingsan. Kemudian dari keterangan saksi dan teraldlatwa para terdakwa
telah melakukan perkosaan sebanyak tiga kali ddtaran waktu yang
berbeda dan tempat yang berbeda, kemungkinan padar perkosaan yang
pertama korban dalam keadaan pingsan atau tidak, sagi dalam perkosaan
yang kedua dan ketiga sangat memungkinkan keadadrark sudah sadar.
Kemudian mereka memperkosa korban sampai korbagsginkembali. Ini
berarti terbukti ada unsur kekerasan dan pemaksaamin sayangnya hakim

mengaggap perbuatan ini bukanlah kekerasan dankgaara



3. Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang menkatakematian di
Pengadilan Negeri Jepara ini, penulis memandangrhak yang dijatuhkan
terhadap para terdakwa sangatlah ringan, dibandimglengan penelitian
yang telah penulis lakukan di dua Pengadilan Nelgari yakni Pengadilan
Negeri Sleman Yogyakarta dan Pengadilan Negeri diamg Banten. dalam
kasus yang serupa yakni pemerkosaan yang disestejad pembunuhan.
Pada putusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakihadep para pelaku di
dua pengadilan tersebut masing-masing para terdakiuagkum mati dan
sebagian dihukum penjara seumur hidup. Ini menpautulis benar-benar
putusan yang telah mencapai keadilan, karana ni&l#sais yang begitu sadis
dan tidak manusiawi, maka sepantasnya para pelakatuhi hukuman
seberat mungkin. Namun sangat disayangkan Pengdddgeri Jepara tidak
bisa memberikan hukuman terberat seperti yang ukkak dua pengadilan
diatas. Entah faktor apa yang menyebabkan halsaiterjadi.

Yang menjadi pertimbangan penulis dalam kasusdialiadn :

1. Para terdakwa telah melakukan tindakan kekeraséwadap korban, yakni
membekap dari belakang sampai mengakibatkan korpamgsan.ini
seharusnya di masukan delik pasal 285 KUHP jo @&#sél) le KUHP, yang
unsurnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasamgksa perempuan
bukan istrinya bersetubuh dengan dia sebagai omgaryy melakukan,

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
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B.

5.

6.

. Para terdakwa telah melakukan kekerasan dan pearaksehadap korban,

yakni menyetubuhi korban baik dalam keadaan pingsaupun sadar, sampai

kemudian korban meninggal dunia.

. Para terdakwa telah melakuakan pembunuhan berenedmadap korban,

karena memang kejadian itu sudah diatur dan diretkean matang-matang
terlebih dahulu oleh para terdakwa. Dan Perbuagestakwa telah merusak

masa depan seorang gadis remaja.

. Para terdakwa telah melakukan kekerasan yang saadist yakni mencekik

leher dan bagian tubuh korban lalu menusukan putokgk yang masih
menyala ke lengan korban.
Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagai perbuatan amoral dgatdatak manusiawi.

Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara

No.80/Pid.B/2004/PN.Jpr. Tentang Tindak Pidana Tindak Pidana

Pembunuhan Yang Disertai Pemer kosaan.

Dalam syariat Islam diatur berbagai hukuman mengg@aranah yang

dianggap bisa dikenai hukuman mati atgehash salah satunya adalah jarimah

Pembunuhan, adapun mengej@mimahzingpemerkosaan) maka hukumannya

bisa dengarHaddYakni jarimah yang hukumannya telah ditentukan atekh

al-Qur'an dan al-Hadits, yakni didera seratus kdiksingkan selama satu tahun

dan dirajam.
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Menurut hukum Islam hukuman yang dijatuhkan Perigadilegeri Jepara
terhadap para terdakwa termasuk dalam kategoinnah ta’zir saja karna
putusan hukumannya sangat ringan yakni hanya geafatahun, hukuman ini
belum mencapai unsur keadilan karena si korbanridipa sampai meninggal
dunia. Maka untuk itu seharusnya hukuman yang pafisiengan perbuatan para
terdakwa adalah didera seratus kali dan di rajannsébagai hukuman atas

pemerkosaan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Kemudian ditambah dengan hukumgishash-diatsebagai hukuman atas
pembunuhan yang telah dilakukan oleh para terdatestzadap korban,yaitu
pembunuhan sengajal{Qatl al-‘Amd hukumannya adalah hukuman mati atau
jika tidak makadiat yaitu ganti rugi yang berupa 100 ekor unta atau &g
sapi yang diberikan kepada pihak korban atau kegtug/a dan membayar

kifarat, yakni memerdekakan budak atau berpuasdudiaa berturut-turut.

Hukumangisash-diatini dasarnya telah ditentukan dalam QS. Al-Bagarah

178.

crO&er@O8% OO EXxCN LA Lo FeBIURCGOIL - @
AQHN INDOREAECORHOINO F BOEFEDN W IO W
xOQEHP T QMo S BOOECOIMEHo SO ECONEH
& N ECOQIZAD Mwa - €080,0 @A =Dd M e R
AT ¢RI QOOFD +H LD o NGB IO
@ NKKNRORK e~ § IT0, 880, Q@ NFEOLLBO A @ [X] K
Ko 9380006 400 ORO=DPAOMN @ ¢ NIAIK A
Z3RA00Le00,0M0+ RO WITORO O RN RNHE
AlEg, w® Q<0 ANMOOLITYXL AL 7B RE==0<0
NOHIOR J6R Jm ERSINSOREE IANOf TENLENON74 2 4

12



HAEQ WO QDRI S oR B -0 ¢K BHOQ, w0
R IR P

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas rka qishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orangdeiea dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita demgmita.
Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afans#ardaranya,
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan carey ypaik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepgdng memberi
ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikitanadalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Bassajga yang
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksg gangat pedih”.
(QS.Al-Baqgarah :178)".

Dasar hadist, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

O ble aall s andl g L gl Ji8 eladll dee 58 6 ()Y a G, A0 J sy J B

Ja)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Ketahuilah, bahwa padabpemhan semi
sengaja, yaitu pembunuhan dengan cambuk, tonga&atbdtu, diyatnya
adalah seratus ekor unta”.

Adapun untuk hukuman pelaku jarimah zina didasakepada firman Allah

dalam QS. An- Nur ayat 2, yang berbunyi :

"Digital Al-Qur'an Dan TerjamahnyaSurat al-Bagarah ayat: 178.
8lbnu al-Hajar al-AsgalanBulughulMarom him. 250.
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Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzmaka deralah tiap-
tiap orang dari keduanya seratus kali dera. Danganlah belas kasihan
kamu kepadanya, mencegah kamu untuk menjalankanaagdlah, jika
kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan héddala pelaksanaan
hukuman atas mereka itu disaksikan oleh sekumpadang mu'min.”
(QS. An Nur: 2).”

Dasarnya haditsnya adalah hadits Ubadah ibnu Shgersebut yang
didalamnya tercantum Hukuman bagi pelaku jarimata mmuhshandan ghoir

muhshan

DS s ) ) a8 i )38 1 ) Jpmey 1 B cadliall 55k e
(lose o) 5 ) g A0le ala il il g 4o (859 0l Al SAL

Artinya : “Dari Ubadahibn Ash Shamit ia berkata: RasulullAW bersabda:
Ambillah dari diriku, ambil dari diriku, sesungguym Allah telah
memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (@9zi Jejaka
dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan m#ngan selama
satu tahun, sedangkan duda dengan janda, hukumadesa seratus
kali dan rajam”. (HR. Muslimy. *°

°Digital Al-Qur'an Dan TerjamahnyaSurat an-Nuur ayat: 2.
%mam Muslim,Shahih MuslimJuz I, Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiah, hl48.
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Untuk itu hakim dalam menjatuhan hukumanmahharuslah berlaku adil.
Perintah untuk selalu berlaku adil banyak terddyzak dalam nash al-Quran

maupun al-Hadist.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' &ftyang berbunyi

sebagai berikut :

SO RIS €= SOERO #x2v $=38 He TG Wwe e
HOMRB SO COMNESOOLEYLOED Moo o RHEO
N A F o Se o #OQNDHHATODN DO ADYOR
HEIO RO A Fo 5 48 LK@ ©D O, AR5 C OO
1G O ¢ H AR 5

Artinya : “Dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkarkum diantara manusia
supaya kamu menetapkan dengan a@@’S. An-Nisa’ : 58).

Kemudian dijelaskan lagi oleh sabda Rasulullah SA&(itu :

12(;1...».‘\3\ o\j‘)) Ll Cazdadl daaa c_\.\.\a.a.k\.s o )] 6Au dada (judd L;hﬂ\j_,_

Artinya : “...Demi Tuhan dimana jiwaku di tangan-Nya andai kageacuri itu
fatimah binti Muhammad niscaya ku potong tangannifal.R.An-
Nasa'i’).

Berdasarkan dalil diatas menunjukkan bahwasanyalilkeaitu adalah
sesuatu yang tidak memandang siapa pelakunya, napaugang dilakukan dan

hukuman yang akan diterima ketika pelaku melakukeattak kejahatan.

Digambarkan oleh Rasulullah, ketika fatimah yartgki lain adalah anak

beliau melakukan kejahatan, maka beliaupun tidagarsesegan untuk

"Digital Al-Qur'an Dan TerjamahnyaSurat an-Nisa ayat:58.
2 )mam Nasa'iSunahNasaiBeirut: Dar al-Fikr, tth, him. 333.
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menghukumnya. Oleh karena itu jika dikaitkan dengamk permasalahan di
atas dapatlah penulis simpulkan bahwa keputusaimmhaktuk mengambil
kebijakan hukuman terhadap terdakwa dibenarkan tdltm. Hakim sudah
sepantasnya tidak memandang siapakah terdakwapdiataterdakwa ada atau
tidak ada hubungan darah dengannya, namun hakimantang bahwa
terdakwa merupakan seseorang yang telah melakinidaktkejahatan dan sudah

sepantasnya dihukum sesuai dengan peraturan ydaglbe

Pertimbangan lain dalam pemutusan perkara adalghirbana sikap dan
perilaku terdakwa, apakah bersikap baik dan metiygsarbuatan yang
dilakukan atau tidak. Jikalau terdakwa memiliki agk yang baik dalam
persidangan dan menyesali kejahatan yang dilakykariral ini dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi hakim untuk memberikan fmakuyang lebih ringan

kepada terdakwa.

Jadi kesimpulannya menurut pandangan penulis jdsuk ini di analisis

memakai hukum Islam maka hasilnya sebagai berikut :

a. Suhadi sebagai penganjurUiflokker), yang telah memerintahkan
membunuh, atau hanya menyuruh melakukan pembunobamyn ia tidak
ikut membunuh, maka hukumannya adaashashyakni dibunuh.

b. Ahmad Abdul Rochman yang kapasitasnya sebagai oyang turut serta
(Medeplegey, yang telah melakukagarimah zina (pemerkosaan) dan

jarimah pembunuhan maka hukumannya adalah : didera sekatuslan
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dirajam, ini sebagai hukuman dari perbuatan zimggytalah dilakukan. Hal
ini dikarenakan Ahmad Abdul Rochman telah berigadi dikenakan
hukumanjarimah zina muhsharkemudian jika masih hidup maka ditambah
dengan hukumanishashyakni dibunuh, ini sebagai hukuman atas jarimah
pembunuhan sengajal-Qatl al-‘Amd).

Adapun untuk sistem pemidanaannya diserahkan skpgalkepada
pemerintah atau hakim, jika hakim memakai sistemiganaan kumulatif
maka dari semua jarimah yang telah dilakukan seyausmarus dikenakan
hukuman, yakni dengan cara mendahulukan hak mahasiskemudian hak
Allah. Namun jika hakim memakai sistem pemidanadsorpsi maka
hukumannya cukup diambil satu hukuman saja, hukutedperat yakni
digishash(dibunuh).

Zaenal Arifin, Muhammad Isa, Muhammad Gufron Hidaydi Rosyid dan
Benny Ahmad Basahil, kapasitasnya sebagadeplegepelaku yang turut
serta melakukanjarimah zina (pemerkosaan) dan pembunuhan maka
masing-masing dari mereka dihukum dengan dideratuserkali dan
diasingkan selama satu tahun, ini sebagai hukuraarpdrbuatan zina yang
telah mereka lakukan, hal ini dikarenakan lima grdardakwa diatas
masing-masing masih perjaka atau belum pernah @ienjkdi dikenakan
jariamah zina ghoir muhshan kemudian djishash yakni dibunuh, ini

sebagai hukuman atas jarimah pembunuhan sengbf@atl al-‘Amd).
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Adapun untuk sistem pemidanaannya diserahkan skpgalkepada
pemerintah atau hakim, jika hakim memakai sistemiganaan kumulatif
maka dari semua jarimah yang telah dilakukan segyaudéiarus dikenakan
hukuman, yakni dengan cara mendahulukan hak mabasiskemudian hak
Allah. Namun jika hakim memakai sistem pemidana@sogsi, maka
hukumannya cukup diambil satu hukuman saja, hukutedoerat yakni
digishash(dibunuh).

Jika pihak keluarga memafkannya maka para terddisa bebas dari
hukuman gishash akan tetapi harus menggantinya dengiat yakni

mebayar ganti rugi berupa 100 ekor unta atau 200 spi yang di berikan
kepada keluarga korban dan sebagai hukuman tambghlni para
terdakwa harus menjalankan puasa dua bulan bettuuit sebagai
hukuman yang bersifat sosial.

Demikian hasil analisis hukum Islam yang dilakukaleh penulis,
menurut pandangan penulis berdasarkan teori-teokurh Islam yang
berlaku. Jika hasil penelitian ini benar, ini tidakn semata-mata dari rahmat
Allah, dan jika hasil ini belum benar semata-madaeka kekurangan dari

penulis sendiriWallahu A’'lam Bisshawab.
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